







A. Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan reformasi 
birokrasi secara menyeluruh guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 
masyarakat serta mendapatkan pemasukan kas negara melalui baik melalui pajak 
maupun non pajak. Pendapatan Negara selain pajak ada bermacam-macam salah 
satunya adalah pendapatan melalui lelang (auction). Lelang merupakan merupakan 
salah satu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu tugas 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. DJKN 
mempunyai 17 kantor wilayah dan 70 kantor pelayanan yang tersebar dari Sabang 
Sampai Merauke. Salah satu kantor vertikal DJKN yaitu Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. (www.djkn.kemenkeu.go.id) 
Lelang merupakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan 
tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang dan sarana jual beli yang 
sah dimana para calon pembeli (peserta lelang) bersaing mendapatkan suatu barang 
dengan cara mengajukan penawaran harga secara naik-naik baik tertulis maupun 
langsung di hadapan pejabat lelang. Harga minimal barang yang dijual yang disebut 
nilai limit telah ditentukan oleh penjual barang dan kemudian para peserta lelang 
saling berkompetisi menawar barang di atas harga limit tersebut. 
Adapun jenis lelang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ada 3 macam yaitu:  
1. Lelang Eksekusi yaitu: lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 
pengadilan, dokumen-dokumen lain  yang  dipersamakan  dengan  itu,  dan/ atau 
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Lelang eksekusi 
terdiri dari:  
a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
b. Lelang Eksekusi pengadilan;   
c. Lelang Eksekusi pajak;   





e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Lelang  
Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) ;   
f. Lelang Eksekusi barang rampasan;   
g. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;   
h. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang  yang  
dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;   
i. Lelang Eksekusi barang temuan;   
j. Lelang Eksekusi gadai;   
k. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18   
ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-       
Undang Nomor 20 Tahun 2001;   
l. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(Pasal 6  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016) 
2. Lelang Lelang Non Eksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan 
penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual 
secara lelang. Lelang  Noneksekusi Wajib terdiri dari:   
a. Lelang Barang Milik Negara/ Daerah;   
b. Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;   
c. Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;   
d. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan 
cukai;   
e. Lelang Barang gratifikasi; .  
f. Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan;   
g. Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi;   
h. Lelang aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;   
i. Lelang aset properti eks Badan Penyehatan                                                               
Perbankan Nasional (BPPN) 
j. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus                          
dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;   





l.  Lelang kayu dan hasil hutan  lainnya dari tangan  pertama;  
m.   Lelang  lainnya  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 
  (Pasal 7  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016) 
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, 
perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 
Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:   
a. Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah  berbentuk persero;   
b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan; 
c. Lelang Barang milik perwakilan negara asing;  dan   
d. Lelang Barang milik perorangan atau  badan  usaha  swasta.   
(Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016).   
 Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam Perundang-undangan sejak 
1908, yaitu dengan diberlakukannya Vendu Reglement atau peraturan lelang dan 
Vendu Instructie atau instruksi lelang yang hingga sekarang masih berlaku 
berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lelang 
merupakan sarana untuk mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli dengan 
menentukan harga yang wajar untuk suatu barang.  
Menurut ketentuan Pasal 1 Vendlu Reglement ordonansi 28 Februari 1908 
bahwa yang dimaksud “openbare verkopingen (penjualan umum) ialah pelelangan 
dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga 
makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang 
diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau 
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli 
untuk menwar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.  
 
Pengaturan tentang lelang juga terdapat di dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 
yang mengubah PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 
106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK Nomor 90 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran 
Peserta Lelang Melalui Internet, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Peraturan Menteri Keuangan 





Namun seiring berjalannya waktu, lelang yang diadakan secara langsung 
dengan pertemuan antara calon pembeli dan penjual kadangkala menjadi tidak 
efektif. Hal ini dikarenakan peserta lelang bermain tidak fair dengan cara menekan 
dan mengintervensi peserta lainnya baik dengan cara merayu agar tidak menawar, 
mengancam bahkan dengan kekerasan fisik sehingga hasil yang diharapkan dari 
lelang tersebut tidak optimal. Harga barang yang terbentuk naiknya tidak akan 
maksimal dan hanya naik sedikit atau sama dengan nilai limit. Hal ini dikarenakan 
salah satu peserta lelang sudah “menguasai” jalannya lelang. Hal inilah yang di 
dalam dunia lelang sering disebut mafia lelang. (www.djkn.kemenkeu.go.id, 20 
Desember 2013). 
Adanya mafia lelang ini menjadikan lelang yang dilakukan secara 
konvensional yakni lelang yang mempertemukan antar pembeli dalam satu tempat 
menjadi tidak fair karena diduga ada “permainan” yang dilakukan oleh oknum 
pembeli. Beberapa contoh lelang konvensional yang telah dikotori oleh mafia atau 
makelar lelang sehingga hasil lelang tidak memuaskan yaitu lelang yang dilakukan 
KPKNL Surakarta terhadap barang bergerak/kendaraan bermotor roda empat milik 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Surakarta yang merupakan lembaga di bawah 
Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2016 yang lalu. Pada waktu lelang akan 
dilaksanakan, terjadi “kompromi” antara pembeli satu dengan pembeli lainnya 
dengan cara mempengaruhi pembeli lainnya supaya tidak melakukan penawaran 
terhadap barang yang dijual sehingga pembeli yang “dijagokan” akan 
memenangkan lelang tersebut. Sebagai imbalannya, peserta lain yang sudah 
dipengaruhi untuk tidak mengajukan penawaran tersebut akan mendapatkan “uang 
mundur” sebesar Rp1 juta-Rp5 juta tergantung kesepakatan antar pembeli lelang. 
(Wawancara Pejabat Lelang TW tanggal 8 Desember 2016).   
Kasus tentang praktik mafia lainnya yaitu lelang barang bergerak yang 
diadakan oleh KPKNL Surakarta terhadap barang bergerak milik Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 2015. Pada saat lelang, para mafia lelang 
sempat menghalang-halangi pembeli yang ingin menawar barang yang dilelang 
dengan cara menekan dan mengintervensi. Hal ini sepertinya memang sudah jamak 
terjadi jika barang yang dilelang memiliki nilai yang bagus sehingga para mafia 





dilelang. Mereka tidak segan untuk merayu, menekan bahkan mengentervensi  baik 
fisik maupun psikologis kepada peserta lain agar mundur dari lelang dan tidak 
melakukan penawaran. (Disarikan dari wawancara Pejabat Lelang JHS tanggal  9 
Desember 2016).   
Keberadaan mafia lelang inipun diakui oleh Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto beberapa waktu yang lalu. Ia beserta 
jajarannya mengaku sulit mengontrol proses lelang yang dalam penentuan harganya 
banyak dipengaruhi oleh permainan nakal para mafia lelang. Hadiyanto menuturkan 
salah satu modus yang biasa dilakukan oleh para mafia tersebut adalah dengan cara 
berkumpul dan membuat penawaran sedikit di atas limit. Praktik semacam ini sulit 
untuk dikontrol karena secara formal para mafia lelang tersebut memenuhi 
ketentuan yang berlaku. Harus diakui mafia lelang juga memang ada. Dalam arti 
ada lelang aset tertentu, kemudian para peminat lelang berkumpul. kemudian 
menawar sedikit di atas limit saja. Sayangnya, mafia ini dianggap sulit diberantas 
karena mereka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan celah prosedur lelang. 
Mafia lelang ini merugikan negara karena membuat hasil lelang menjadi tak 
maksimal. (Bisnis.com, 17 Desember 2010). 
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun siap turun tangan jika 
memang diperlukan untuk menindak mafia lelang ini. Hal ini disampaikan oleh 
Juru Bicara KPK Johan Budi pada waktu itu. Ia mengatakan jika diminta DJKN 
untuk mengusut mafia lelang asset Negara, KPK akan siap membantu mengusut. 
Namun, KPK tidak langsung bisa masuk atau ikut turun tangan menangani kasus 
mafia lelang aset negara, KPK terlebih dahulu harus mendapatkan informasi awal 
dari DJKN. Intinya kalau itu termasuk praktik pidana korupsi dan melibatkan 
penyelenggara negara, KPK bisa masuk.(Republika, 19 Desember 2010) 
Untuk mengantisipasi mafia lelang ini, KPKNL Surakarta yang merupakan 
kantor vertikal DJKN Kementerian Keuangan membuat inovasi dalam 
penyelenggarakan lelang yakni dengan inovasi e-auction (lelang melalui internet) 
dengan alamat www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Inovasi lelang ini sangat inovatif 
dan membantu peserta lelang karena peserta lelang tidak harus datang ke lokasi 
lelang dan tidak adanya intervensi dari peserta lelang yang lain. Pembeli dapat 





bersaing melakukan penawaran dengan peserta lain yang mengikuti lelang, hanya 
dengan menggunakan fitur-fitur yang digunakan penyedia jasa lelang hanya melalui 
computer, gadget, smartphone yang terhubung internet baik itu dari rumah maupun 
kantor atau dimana saja.  
Selain itu, penggunaan inovasi e-auction tersebut diharapkan dapat mencegah 
adanya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang kemungkinan terjadi 
antara oknum aparatur sipil negara negara dengan pembeli lelang ataupun pihak-
pihak lain yang berkepentingan dengan adanya lelang tersebut. KKN yang 
kemungkinan dapat terjadi antara keduanya semaksimal mungkin dapat dicegah 
dengan sistem yang kuat dan sulit ditembus dengan cara-cara yang tidak fair baik 
oleh pembeli lelag maupun aparat itu sendiri. Akhirnya, dengan adanya e-auction 
ini dapat memberikan hasil lelang yang optimal dibanding lelang konvensional. 
(Media Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kementerian 




Tampilan depan website e-auction 
(sumber: www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) 
Pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction) ini telah diatur dalam 





Lelang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa lelang 
adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara 
tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Kemudian dalam Pasal 64 
ayat (3) menyatakan dalam hal lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, 
peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan (1) melalui surat 
elektronik (email), (2) melalui surat tromol pos, atau (3) melalui internet baik cara 
terbuka (open bidding) maupun cara tertutup (closed bidding). (Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 27 Tahun 2016) 
Selain itu, modernisasi lelang salah satunya ditandai dengan terbitnya 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara tertulis Tanpa Kehadiran Peserta 
lelang Melalui Internet. Lelang  dengan  penawaran  secara  tertulis tanpa kehadiran 
peserta lelang melalui internet yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet (e-
auction) adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 
harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, 
yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Lelang melalui internet ini 
merupakan momentum untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan lelang 
yang lebih baik. Adanya varian baru dalam melakukan penawaran lelang, yaitu 
pelaksanaan lelang tanpa dihadiri peserta lelang, memberikan peluang terbentuknya 
harga jual lelang yang lebih optimal dibanding lelang konvensional.  
Modernisasi lelang dengan e-auction ini menawarkan varian baru dalam 
melaksanakan penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang yakni lelang 
melalui internet baik closed bidding maupun open bidding. Sesuai dengan 
ketentuan tersebut, e-auction dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis lelang yaitu 
lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela.  
Menurut ketentuan, lelang melalui internet (e-auction) setidak-tidaknya harus 
memenuhi ketentuan yaitu harus menggunakan perangkat lunak yang khusus untuk 
penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga yang semakin meningkat, 
peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang dengan sandi akses 
(password), penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu yang 





pengumuman lelang, nilai limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus ditayangkan 
dalam situs, peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan 
oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan dan pejabat lelang 
mengesahkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang berdasarkan cetakan 
rekapitulasi yang diproses perangkat lunak lelang melalui internet pada saat 




Tampilan detail barang berupa tanah dan bangunan melalui website e-auction 
(sumber: www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) 
 
Lelang melalui internet di dalam dunia perdagangan secara elektronik (e-
commerce) dikenal dengan istilah electronic auction (e-auction). Dalam IJCSNS 
(International Journal of Computer Science and Network Security) e-auction 
diartikan sebagai berikut: 
“An  electronic  auction  is  an  element  of  electronic  commerce which  uses 
the  internet  for  procurement.  E-auction  has  been  a popular   method   for  





electronic commerce (EC) technology for  trading  merchandise  and services  
across  a  global  e-marketplace   using   web-services.” (Ullah Khan: 2012) 
 
e-Auction adalah layanan lelang electronik untuk penjualan barang berbasis 
web (internet). e-Auction atau lelang melalui internet memiliki beberapa kelebihan 
atau karakteristik tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Journal of Consumer 
Psychology yaitu:  
“Electronic auctions on the Internet have several distinguishing 
characteristics, which explain their growing popularity. First, online auctions 
eliminate the geographical limitation of many traditional auctions, enabling 
people from all over the world to participate in any auction. Second, in terms 
of duration, Internet auctions can last for several days (usually a week) and 
allow asynchronous bidding, which gives both sellers and bidders more 
flexibility. Third, these web sites can run auctions at substantially lower 
operational costs than traditional auction houses and can thus charge lower 
commission fees and attract more sellers and buyers. These characteristics of 
online auctions account for their growing popularity as a way to buy and sell 
goods and services.” (Ariely:2003) 
 
e-Auction merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui 
browser pada alamat https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/. Selain dengan 
komputer dan laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui smartphone berbasis 
android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang 
dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. e-
Auction membuat lelang lebih mudah (dapat diakses dimanapun dan kapanpun), 
lebih efisien (tidak perlu biaya transportasi dan akomodasi), lebih cepat (penawaran 
lelang langsung diterima dalam hitungan detik), aman (pembeli lelang diberikan 
risalah lelang , dan memberikan optimalisasi hasil lelang berupa PNBP.   
Sebagai varian baru penawaran lelang, e-auction menumbuhkan potensi dan 
harapan baru proses bisnis lelang khususnya di masyarakat kota Solo. Peluncuran 
produk e-auction merupakan salah satu upaya mendukung program kabinet kerja di 
era Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih 
efisien, transparan, dan akuntabel, mengikuti perkembangan teknologi serta 
menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara 
bukan pajak berupa bea lelang. 
Sebagai contoh beberapa kesuksesan e-auction di antaranya, lelang aset eks 





penawaran harga) Rp24 miliar laku terjual Rp35 miliar, lelang bongkaran Gedung 
Rektorat Universitas Indonesia dari nilai limit Rp365 juta laku terjual Rp1,26 miliar 
(kenaikan 345%). Sedangkan presentase kenaikan rata-rata sampai dengan semester 
I tahun 2016 sebesar 7,21% , dibandingkan dengan lelang konvensional  sebesar 
1,1%. (Sumber: Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan)  
 Keberhasilan aplikasi e-auction ini telah mendapatkan penghargaan sebagai 
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dari Deputi Pelayanan Publik 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
pada tanggal 15 Mei 2015 dengan tema “Meningkatkan Pelaksanaan Lelang yang 
Efisien, Kompetitif dan Adil Melalui Pelaksanaan e-Auction” (www.menpan.go.id, 
25 Mei 2015). 
Meskipun hasil e-auction memberikan hasil yang memuaskan yakni nilai jual 
dapat jauh diatas nilai limit, namun lelang melalui internet ini masih minim 
diadopsi oleh masyarakat sebagai pembeli lelang sehingga lelang yang diadakan 
tidak seluruhnya menggunakan e-Auction. Masih minimnya jumlah peserta e-
auction ditengarai masih rendahnya penyebaran dan penerimaan adopsi e-auction 
oleh KPKNL Surakarta kepada masyarakat khususnya di Kota Surakarta.  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian 
Keuanganpun hanya menargetkan 20% dari target pelaksanaan lelang konvensional 
pada tahun 2015 dan naik menjadi 50% pada tahun 2016 ini. (Sumber: Rakernas 
DJKN Kementerian Keuangan tahun 2015).  Hal ini merupakan tugas bagi KPKNL 
Surakarta sebagai bagian tak terpisahkan dari Kementerian Keuangan untuk 
melakukan sosialisasi dan penyebaran ide-ide inovasi e-auction kepada masyarakat 
di Surakarta.  
Penulis memilih penelitian di KPKNL Surakarta karena target frekuensi 
lelang yang diberikan Kantor Pusat DJKN Kementerian Keuangan di wilayah Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta paling tinggi diantara seluruh kantor 
operasional yang ada di Indonesia yakni sebesar 5.530 frekuensi lelang. Dari target 
inipun Kantor Wilayah yang ada di Jawa Tengah ini mampu merealisasikan 
sebanyak 7.922 frekuensi lelang atau sebesar 143,25%. Sedangkan KPKNL 
Surakarta sendiri mendapatkan beberapa target yang tinggi dari Kantor Pusat DJKN 





terget pokok lelang sebesar Rp85.000.000.000,- (Delapan puluh lima miliar rupiah) 
dan target bea lelang sebesar Rp3.272.000.000,- (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh 
dua juta rupiah). (Sumber: KPKNL Surakarta). KPKNL Surakarta juga mendapat 
predikat sebagai kantor operasional terbaik kedua sebagai kantor yang 
melaksanakan e-auction dengan lot (item barang) sebanyak 541 lot. (Sumber: 
Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan) 
Melihat dari fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengangkat penyebaran dan 
penerimaan ide inovasi e-auction dari segi peran individu baik sebagai komunikator 
maupun komunikan yang berperan sebagai inovator, early adopter, early majority, 
last majority maupun laggard. Menurut pendapat Rogers (1983: 5), pengertian 
difusi adalah “the process by which   an   innovation   is  communicated through   
certain channels over time  among the members of a social  system.”  Difusi inovasi 
dijelaskan oleh Rogers (1983) sebagai proses keputusan   terhadap   inovasi, yaitu 
proses bagaimana seorang individu (atau   unit   pembuat   keputusan lain) melalui 
tahapan pertama dari pengetahuan mengenai inovasi, untuk menciptakan sebuah 
sikap terhadap inovasi tersebut, kepada keputusan untuk menerima atau menolak.  
Aspek komunikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini menarik untuk 
diteliti karena merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam penyebaran dan 
penerimaan inovasi ide-ide lelang melalui internet kepada masyarakat di Kota 
Surakarta dengan penekanan fokus kajian pada komunikator dan komunikan. 
Sejalan yang dikatakan Littlejohn dalam bukunya Theories of Human 
Communication (2011:79) “of course, that we are not just talking about you as the 
originator of message but also as the receiver, the listener.” Berdasarkan pendapat 
Littlejohn di atas, peneliti melihat aspek komunikator dan komunikan merupakan 
entry point dalam melihat dan menganalisa bagaimana ide-ide inovasi e-auction 
disebarkan dan diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Surakarta. 
Dalam proses penyebaran dan penerimaan ide inovasi e-auction, beberapa 
kategori adopter (early adopter, early majority dan late majority) memiliki peran 
ganda yaitu sebagai komunikator dan sekaligus menjadi komunikan. Mengetahui 
dan menganalisa bagaimana peran individu masing-masing kategori adopter 





tujuan dari penelitian ini. Peran tersebut meliputi peran sebagai komunikator yang 
memproduksi pesan maupun peran sebagai komunikan yang menerima pesan. 
Dalam penelitian ini peran Kepala KPKNL dalam menyebarkan ide inovasi e-
auction dibatasi dalam hal lelang dengan nilai di atas Rp2 miliar, sedangkan peran 
Pejabat lelang dalam menyebarkan inovasi e-auction dibatasi dalam hal lelang 
dengan range antara Rp 100 juta-Rp2 miliar. Adapun peran peserta lelang dibatasi 
dalam hal lelang kurang dari Rp100 juta, sedangkan peran perwakilan masyarakat 
sebagai orang yang mendapatkan sosialisasi tidak dibatasi dalam nominal lelang. 
Mereka dapat mencoba inovasi e-auction dan menyebarkan inovasi ini kepada 
masyarakat luas. Namun, pembatasan-pembatasan nominal di atas tidaklah mutlak 
dan kaku tapi dapat berubah jika terdapat situasi-situasi dan keadaan tertentu. 
 Sebagai contoh kasus lelang melalui internet yang disebarkan oleh Kepala 
KPKNL Surakarta atas barang tanah dan bangunan PT. Perusahaan Pengelola Aset 
(PPA) di Surakarta senilai Rp82 miliar tahun 2016. Penyebaran inovasi lelang juga 
disampaikan pejabat lelang dalam kasus lelang hak tanggungan PT BTN atas tanah 
dan bangunan di Surakarta senilai Rp450 juta. Adapun contoh peran peserta lelang 
yang ikut menyebarkan inovasi e-auction terjadi pada lelang barang rampasan 
Kejaksaan Negeri Surakarta atas barang handphone senilai mulai dari Rp200 ribu 
hingga Rp3juta pada tahun 2016. Sedangkan peran perwakilan masyarakat dalam 
hal inovasi e-auction baru sebatas ikut menyebarkan dan menceritakan inovasi ini 
kepada kolega, teman dan keluarga dekat agar masyarakat menjadi mengetahui 
adanya inovasi ini. (narasumber: TW wawancara tanggal 8 Desember 2016)   
Dalam penelitian ini penulis juga melihat difusi inovasi dari segi penyebaran 
dan penerimaan pesan inovasi e-auction. Proses keputusan inovasi, atau sering 
disebut dengan adopsi inovasi, merupakan bagian penting dari proses difusi dimana 
terjadi sebuah proses mental dalam diri individu atau unit adopsi, dimulai sejak 
diterimanya pesan tentang inovasi, hingga memutuskan untuk menerima atau 
menolaknya. Proses adopsi terjadi karena difusi inovasi selalu memerlukan waktu, 
dari mulai inovasi disebarkan hingga diterima dan diterapkan oleh sistem sosial.  
Proses keputusan inovasi tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur komunikasi, 
yakni komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan dan efek. Karena pada   





pada penyebaran dan penerimaan pesan yang berupa ide-ide baru. Karena itulah  
unsur-unsur difusi memiliki kesamaan dengan model dasar komunikasi, yakni S-M-
C-R-E (Source - Message - Channel – Receiver - Effect). Source atau komunikator 
dapat disamakan dengan penemu ide baru atau agen pembaharu, message 
merupakan ide baru (innovation) yang akan disebarkan, channel merupakan saluran 
komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan inovasi, receiver atau komunikan 
merupakan anggota sistem sosial  sebagai sasaran dari inovasi dan effect 
merupakan  konsekuensi dari penyebaran inovasi (apakah diterima atau ditolak).  
Menurut Rogers (1983), proses keputusan inovasi terdiri dari lima tahap, 
dimulai dari tahap pengetahuan (knowledge), Tahap Persuasi (Persuasion), Tahap     
Keputusan (Decision), Tahap Implementasi (Implementation) hingga Tahap   
Konfirmasi  (Confirmation).  Dalam  proses   keputusan untuk mengadopsi sebuah 
inovasi terdapat interaksi komunikator dan komunikan yang menciptakan pola-pola 
komunikasi khusus yang melibatkan individu sebagai penyampai dan penerima 
pesan lewat saluran komunikasi tertentu, baik interpersonal, kelompok ataupun 
media massa. Sebagaimana asumsi dari Rogers (1983) yang menyatakan bahwa 
dalam proses keputusan inovasi, saluran media massa  relatif lebih penting pada 
tahap pengetahuan, sementara saluran antar pribadi relatif lebih penting pada tahap 
persuasi, karena terdapat interaksi timbal balik dimana peran komunikator dan 
komunikan dapat saling bergantian, dalam produksi dan penerimaan pesan sehingga 
didapatkan kesamaan pemahaman tentang inovasi.  
Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan perdebatan 
panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan masyarakat. 
Media massa sendiri dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi sosial, yaitu: 
1. Fungsi pengawasan sosial 
Fungsi pengawasan sosial adalah fungsi yang khusus menyediakan informasi 
dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja di lingkungan mereka. Media 
massa meng-up date pengetahuan dan pemahaman manusia tentang lingkungan 
sekitarnya. 





Fungsi interpretasi adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, 
menginterpretasikan dan mengkorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang 
diketahui oleh manusia 
3. Fungsi transmisi nilai 
Fungsi transmisi nilai adalah fungsi media untuk menyebarkan nilai, ide dari 
generasi satu ke generasi yang lain. 
4. Fungsi hiburan 
.Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. 
Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai 
perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada 
situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat Media 
massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 
informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal (Bungin, 
2006:7). 
Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat 
modern menurut McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories 
(2000:66), ada enam perspektif dalam hal melihat peran media. 
1. Media massa sebagai window on event and experience. Media dipandang 
sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi 
di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai 
peristiwa. 
2. Media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, 
implying a faithful reflection. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat 
dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media 
sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, 
pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka 
faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau 
tidak suka. Padahal sesungguhnya, angle, arah dan framing dari isi yang 
dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional 






3. Memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang menyeleksi 
berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, 
informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para pengelolanya. Di 
sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan 
mendapat perhatian. 
4. Media massa acapkali pula dipandang sebagai guide, penunjuk jalan atau 
interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai 
ketidakpastian, atau alternatif yang beragam 
5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi 
dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkin terjadinya tanggapan dan 
umpan balik. 
6. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu 
lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan 
terjadinya komunikasi interaktif. 
 
Difusi inovasi adalah pemikiran yang melihat bahwa media massa 
berkontribusi atas seluruh pembaharuan dan inovasi yang berkembang dalam 
masyarakat. Difusi inovasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat 
memahami dan menyadari masalah kemajuan dalam masyarakat itu sendiri. 
Teknologi disadari sebagai alat kemajuan apabila memberikan kontribusi konkret 
atas masyarakat. Persebaran inovasi ini bisa dimulai dari tingkat pengetahuan atau 
idea baru dari media. Ada proses penyerapan teknologi dari masyarakat. 
Selanjutnya masyarakat menyaring teknologi tersebut apakah memang inovasi 
tersebut bermanfaat. Dari pemahaman dan penyaringan tersebut, masyarakat akan 
mengadopsi teknologi tersebut ataupun tidak. 
Sebagai suatu inovasi baru yang dilakukan, pada dasarnya inovasi aplikasi 
serta teknologi dapat diterima dengan baik di Kota Surakarta. Apalagi Kota 
Surakarta termasuk kota yang terbuka terhadap suatu penemuan baru. Penyebaran 
dan penerimaan ide-ide inovasi dilakukan melalui komunikasi antara KPKNL 
Surakarta sebagai inovator e-auction ini kepada masyarakat baik yang sudah pernah 
mengikuti lelang konvensional maupun masyarakat yang belum pernah mengikuti 





merupakan special type of communication (Rogers, 1983). Keberhasilan dalam 
penyebaran dan penerimaan ide baru tidak dapat dilepaskan dari peran penting 
komunikator dan komunikan. Aspek komunikasi yang menjadi fokus kajian dari 
penelitian ini adalah komunikator dan komunikan yakni peran mereka dalam 
menyebarkan dan menerima inovasi. Sejalan dengan uraian di atas, maka tema 
sentral dalam penelitian ini adalah “Penyebaran dan Penerimaan Ide Inovasi e-
Auction di Kalangan Masyarakat Surakarta”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. 
Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi 
kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas 
(berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang 
melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk misalnya, 
pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan, 
dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. (Creswell, 2014:135). 
Yin (2003:13) mendefinisikan studi kasus sebagai “the case study research 
method as an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 
within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context 
are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used.” 
  
Keuntungan penggunaan studi kasus sebagai strategi penelitian adalah studi 
kasus dapat membawa kita dalam pemahaman mengenai isu atau fenomena atau 
objek yang kompleks dan complicated. Di samping itu kita juga dapat memperoleh 
pengetahuan yang luas dan holistik mengenai kekurangan dan kelebihan dari 
penelitian sebelumnya. Studi kasus menekankan pada analisis detail yang bersifat 
kontekstual dari beberapa kejadian dan kondisi yang terbatas serta bagaimana 
hubungan keduanya dapat saling mempengaruhi. Yin (2003) lebih jauh 
mengatakan, “Case studies emphasize detailed contextual analysis of a limited 
number of events or conditions and their relationships”.  
Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai 
subjek yang diteliti, mereka sering menggunakan berbagai metode: penelaahan 
dokumen baik primer maupun sekunder, hasil survei, dan data apapun, wawancara 
sistematik, pengamatan/observasi untuk menguraikan suatu kasus secara terinci. 
Yin menjelaskan bahwa kekuatan yang unik dalam studi kasus adalah 





bahkan dalam beberapa situasi seperti observasi partisipan, manipulasi informal 
juga terjadi.  
 
B. Rumusan Masalah 
 Secara Umum 
Bagaimanakah peran masing-masing individu dalam proses penyebaran dan 
penerimaan ide inovasi e-auction?  
 Secara Khusus 
1. Bagaimanakah peran Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) sebagai komunikator dalam proses penyebaran ide 
inovasi e-auction?  
2. Bagaimanakah peran Pejabat Lelang sebagai komunikan kepala kantor, 
dan komunikator bagi peserta lelang dalam proses penyebaran dan 
penerimaan ide inovasi e-auction? 
3.  Bagaimanakah peran peserta lelang sebagai komunikan pejabat lelang dan 
komunikator bagi masyarakat dalam proses penyebaran dan penerimaan 
ide inovasi e-auction?  
4. Bagaimanakah peran elemen masyarakat sebagai komunikan peserta 
lelang dan komunikator bagi makelar atau mafia lelang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Secara Umum 
Mengetahui dan menganalisis peran masing-masing individu dalam proses 
penyebaran dan penerimaan ide inovasi e-auction 
 Secara Khusus 
1. Mengetahui dan menganalisis peran Kepala KPKNL sebagai komunikator 
dalam proses penyebaran ide inovasi e-auction  
2. Mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Lelang sebagai komunikan  
kepala kantor, dan komunikator bagi peserta lelang dalam proses 





3. Mengetahui dan menganalisis peran peserta lelang sebagai komunikan 
pejabat lelang dan komunikator bagi masyarakat dalam proses penyebaran 
dan penerimaan ide inovasi e-auction  
4. Mengetahui dan menganalisis peran masyarakat sebagai komunikan 
peserta lelang dan komunikator bagi mafia lelang dalam proses 
penyebaran dan penerimaan ide inovasi e-auction.  
 
D. Manfaat Penelitan 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
di bidang ilmu komunikasi khususnya tentang penyebaran dan penerimaan 
ide-ide dan adopsi inovasi.  
b. Dalam pengembangan pembahasan teori difusi inovasi, pembahasan dalam 
penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang peran 
individu tiap-tiap kategori adopter dalam penyebaran dan penerimaan 
sebuah program baru. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi awal 
untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.   
2.   Manfaat Praktis  
a. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
penjelasan dan analisa yang komprehensif tentang penyebaran dan 
penerimaan ide-ide inovasi e-auction terutama masyarakat di Kota 
Surakarta.  
b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh 
instansi di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan beserta kantor 
vertikalnya khususnya KPKNL Surakarta dalam rangka mengambil 
kebijakan selanjutnya terkait penyebaran dan penerimaan ide inovasi e-
auction. 
c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran 
serta pilot project bagi kantor pemerintah apabila ingin mengembangkan 
sebuah inovasi yang baru di masyarakat.  
